BAB V
PENUTUP

1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Penulis dalam
penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIK TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA ATAS PERUBAHAN LOKASI
PENDARATAN SAAT PENERBANGAN SEDANG BERLANGSUNG
AKIBAT KEGIATAN MILITER DI KAWASAN BANDAR UDARA”,
dalam Bab Penutup ini, Penulis akan menarik kesimpulan atas pembahasan

yang telah dilakukan dalam Bab-Bab sebelumnya.

Bahwa UUPK melindungi hak konsumen agar terhindar dari kerugian
akibat perbuatan pelaku usaha. Untuk melindungi hak konsumen, tindakan
pelaku usaha diatur jelas dalam UUPK. Pelaku usaha memiliki kewajiban
yang harus dilakukan untuk memenuhi hak konsumen. Selain itu terdapat
ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam yang
diatur dalam UUPK. Mengenai peristiwa perubahan lokasi kedatangan saat
penerbangan sedang berlangsung mengakibatkan kerugian bagi penumpang
selaku konsumen yang berupa keterlambatan kedatangan. Faktor yang
mempengaruhi keterlambatan tersebut dapat berupa faktor cuaca, faktor
manajemen airline, faktor teknis operasional serta faktor lain-lain yang
diatur lebih lanjut dalam Namun dalam peraturan tersebut terdapat
pengecualian yang dapat membebaskan maskapai penerbangan untuk

bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada penumpang.

Dapat dilihat bahwa peristiwa tersebut berakibat melanggar hak konsumen

dalam memperoleh:

1. informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi jasa yang
ditawarkann oleh pihak maskapai penerbangan;

2. memperoleh jasa yang sesuai dengan yang diperjanjikan;

3. memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas jasa yang tidak

sesuai dengan yang diperjanjikan oleh maskapai penerbangan.
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Berdasarkan UUPK, maskapai penerbangan selaku pelaku usaha harus
bertanggung jawab berdasarkan prinsip contractual liability. Maskapai
penerbangan harus memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian
atas jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada penumpang
yang telah mengalami kerugian. Walaupun dalam peristiwa perubahan
tersebut yang diakibatkan oleh pihak lain yaitu salah satunya akibat kegiatan
militer di bandara yang merupakan civil enclave airport, tetap saja maskapai
penerbangan harus bertanggung jawab sebab penumpang mengalami
kerugian akibat menggunakan jasa yang diperolen dari maskapai

penerbangan tersebut.

Berkaitan dengan faktor lain-lain diluar demonstasi atau kerusuhan di
wilayah bandara yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay
Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di
Indonesia, dengan adanya kegiatan militer yang dilakukan di kawasan
bandara yang merupakan civil enclave airport dan mengakibatkan
perubahan lokasi pendaratan saat penerbangan sedang berlangsung tidak
dapat digolongkan ke dalam faktor lain-lain. Hal itu dikarenakan kegiatan
militer sudah terjadwal sebelumnya dan pihak pengelola bandara maupun
maskapai penerbangan sudah mengetahui hal itu sebelumnya. Jadi dalam
peristiwa perubahan lokasi pendaratan saat penerbangan sedang
berlangsung tidak dapat dijadikan sebagai pembebasan maskapai
penerbangan selaku pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada

penumang selaku konsumen.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya, maka Penulis menyarankan kepada pihak PT. Angkasa Pura



I1, pihak perwakilan dari INACA selaku asosiasi pelaku usaha maskapai
penerbangan di Indonesia serta pihak pemerintah agar memperbaiki
ketentuan-ketentuan dalam kerjasama civil enclave airport sehingga tidak
merugikan para pihak, terutama pihak konsumen. Selain itu, Penulis juga
menyarankan agar pihak pemerintah untuk mengkaji lagi  faktor
keterlambatan yang disebut sebagai faktor lain-lain tersebut mengingat
keterlambatan tersebut juga terjadi akibat faktor kegiatan militer yang tidak
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015
tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management)
pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dengan
ketentuan yang ada dalam UUPK. Hal ini untuk menghindari terlanggarnya

hak dari penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan.
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